


















Kata Pengantar 

 

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan 

perkenan-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten 

Blitar Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 

2025 merupakan kewajiban daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 

Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2025 

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang 

penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah dan memperhatikan keselarasan 

dengan RKPD Provinsi Jawa Timur dan RKP Nasional, yang didalamnya memuat tentang 

kebijakan makro ekonomi, arah kebijakan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, 

belanja maupun pembiayaan, berisi pula tentang prioritas  pembangunan daerah tahun 

2025, program/kegiatan Perangkat Daerah, dan rencana kerja dalam kerangka regulasi 

serta kerangka pendanaan program yang bersifat indikatif. Perubahan atas dokumen 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 ini berpedoman pada Ayat (1) 

Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa 

Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian 

dengan perkembangan keadaan, meliputi; 

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, 

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan 

RKPD berkenaan; dan/atau 
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